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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul “Tradisi Penundaan pernikahan Akibat 

Meninggalnya  Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum 

Islam”Penulisan skripsi ini dilaratar belakangi dari pelaksanaan penundaan 

pernikahan yang merupakan adat yang sudah berjalan secara turun temurun 

hinggan sekarang  dan penundaan pernikahan harus dilakukan oleh keluarga yang 

sudah menetapkan hari pernikahan, lalu apa bila ada salah satu anggota keluarga 

mereka meninggal.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan 

tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga 

dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi penundaan pernikahan di 

Desa Topang. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan 

tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di 

Desa Topang kemudian untuk mengetahui bagai mana pandangan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan tradisi penundaan pernikahan ini. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang berlokasi di 

Desa Topang kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti , sumber data 

yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu 

pengumpulan data yang penulis kumpulkan dengan metode wawancara dan 

observasi . data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi dan buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa 

Topang, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan penundaan pernikahan akibat 

meninggaknya salah satu anggota keluarga di Desa Topang dalam Perspektif 

hukum Islam.  Populasi dalam penelitina ini berjumlah 15 orang terdiri dari 1 

orang kepla desa, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 8 orang  

pelaksana penundaan pernikahan. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini 

sedikit maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan metode 

Total Sampling. 

Penyusun menyimpulkan, bahwa pelaksanaan adat penundaan pernikahan 

akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu ketika seseorang ingin 

melangsungkan pernikahan pada awal tahun, namu bertepatan dengan salah satu 

anggota keluarganya meninggal, maka pernikahan harus menunggu sampai 

pergantian tahun. apabila seseorang ingin melakukan pernikahannya pada akhir 

tahun, maka pernikahannya harus menunggu minimal 40 hari dari hari meninggal 

salah satu anggota keluarganya tersebut. Pendangan  hukum Islam terhadap adat 

penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah 

tidak bertentanagan  dengan ketentuan hukum islam, karena termasuk dalam ‘urf 

sahih, dan terdapat kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi ini meskipun tidak 

ada  nash  yang menjelaskan mengenai penundaan  tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi 

maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi 

mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki 

perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan 

dapat membentengi diri dari perbuatan zina tersebut.Dinyatakan dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‟ud, bahwa Rasulullah bersabda : 

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ لنََا رَسُوْ لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فاَِنَّهُ اغََضُّ وَسَلَّمَ :ياَمَعْشَرَ الشَّبَابِ 

 للِْبَصَرِ وَاَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِ لصَّوْمِ فاَِنَّهُ لَهُ وِجَا  
 

Artinya:“Dari Abdullah bin Mas‟ud Radiyallahu‟anhu berkata, Rasulullah 

sallahu‟alaihi wasallam berkata “Wahai kaum muda, barang siapa 

diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena 

sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. 

Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa 

dapat menjadi benteng.”
1
 

 

Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan 

kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak 

menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda 

dalam kebebasan.
2
 

                                                           
1
Al-Shan‟any, Subul as-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya‟ al Turats al-Araby, 1379 H/1980 

M), cet. ke-1, h. 109  
2
Abdul Majid Khon, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), cet.  ke 2, h. 

40 
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Abu Yahya Zakaria al- Anshari nikah menurut istilah syara‟ ialah akad 

yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau 

dengan kata-kata yang semakna dengannya.
3
 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat atau miitsaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.  

Perkawiana merupakan aturan yang dikaruniai oleh Allah bagi manusia 

untuk memenuhi hasrat kemanusiannya dalam mencurahkan cinta dan kasih setra 

memperoleh keturunan sebagai generasi penerus cita-cita salam rangka mencapai 

ridho Allah SWT.
4
 Dalam perkawinan ada rukun dan syarat. Rukun adalah bagian 

dari hakikat sesuatu pernikahan. Rukun masuk dalam subtansinya. Di antaranya 

rukun akad nikah adalah ijab dan qobul yang mempunyai keterkaitan satu dengan 

yang lain.
5
 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
6
 

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan 

waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan 

                                                           
3
Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2,  h. 8 

4
Abdul Rahman Ghazali,Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-

4, h. 13 
5
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, 

( Jakarta: Prenada Media Grup, 2000 ), cet. ke- 1, h.16 
6
Bab I Pasal 1 UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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pernikahan kecuali dalam masa iddah dan waktu ihram.
7
 Namun aturan 

perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya 

dan lingkungan oleh adat istiadat dimana masyarakat tersebut berdomisili. 

Pada umumnya kehidupan masyarakat Jawa masih memegang kebiasaan-

kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup masyarakat 

Jawa dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal 

perkawinan. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus 

menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi dan diwariskan kepada generasi 

setelahnya. 
8
 

Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 

terdapat tradisi yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, 

yaitu melakukan penundaan pernikahan, maksud dari penundaan pernikahan ini 

adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara 

pernikahan. Namun, pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota 

keluarganya meninggal dunia, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun 

perempuan, maka pernikahan tersebut harus ditunda sampai pergantian tahun”. 

Proses pelaksanaan tradisi penundaan dalam pernikahan ini bersifat wajib. 

Artinya, apabila tradisi tersebut dilanggar maka menurut masyarakat Desa Topang 

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pasangan yang melanggar 

akan mendapat musibah, seperti rezkinya nanti seret, rumah tangganya tidak 

bertahan lama dan akan berakhir pada perceraian.  

                                                           
7
Ahmad azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 

Anggota IKAPI, 2000), h.34 
8
Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa,(Jakarta Balai Pustaka, 1984), h. 322  
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Dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya laranagan menikah 

terkait dengan larangan waktu yaitu ketika ihram dan masa iddah. Dalam Islam 

terkait dengan penundaan pernikahan pada masa berkabungnya salah satu anggota 

keluarga sampai batasan waktu tertentu tidak ada. 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam lagi tentang “ Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat 

Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Merantidalam Perspektif Hukum Islam.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penulisan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan 

maka penulis membatasipermasalah yakni Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat 

Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga diDesa Topang Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah 

Satu Anggota Keluarga diDesa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Penundaan 

Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga diDesa 

Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam 

Perspektif Hukum Islam? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi Penundaan Pernikahan 

Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga diDesa Topang 

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. 

b. Untuk  menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Tradisi 

Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota 

Keluarga diDesa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

Hukumpada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

b. Untuk menggugah dan mengetuk hati para pemuka dan pembina 

Hukum Islam agar mencurahkan fikirannya terhadap masalah-masalah 

yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam membentuk generasi 

yang baik. 

c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh 

diperguruan tinggi dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian. 

d. Sebagai bahan kajian untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis 

tentang Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah 

Satu Anggota Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara 

sistematis, dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 

berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu 

penelitian.
9
 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).
10

Lokasi 

penelitian yaitu Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, 

tokoh adat, dan masyarakat di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan penundaan 

pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Topang 

dalam perspektif hukum Islam. 

3. Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 

orang kepala desa, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 4 

pasang atau 8 orang yang melaksanakan penundaan pernikahan. Karena 

populasi dalam penelitian ini sedikit maka semua populasi dijadikan sample 

dengan mengunakan metode Total Sampling. 

                                                           
9
Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Panduan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum 2009, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum:2008 
10

Hadari Nawawi dan mimi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta Gajah Mada University 

Press, 1996), h.24 
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4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Yakni peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan 

meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan 

ini. 

b. Interview/wawancara 

Interview atau wawancara adalah mencari informasi dengan 

bertanya secara langsung kepada narasumber atau responden yang terlibat 

langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Studi dokumen 

Yaitu cara pengumpulan data penelitian yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang didapat dan obyek penelitian. 

d. Studi pustaka 

Dilakukan dengan melihat, memahami buku-buku dan literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

5. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu 

tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisis data tersebut 
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dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil yang 

paling baik. 

 

6. Metode Penulisan 

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum 

dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya 

secara khusus. 

b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. 

c. Deskriftif Analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, 

kemudian dianalisa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-

masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan. 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II :   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi: 

letak geografis, demografis, pendidikan, agama dan sosial ekonomi 

masyarakat di Desa Topang. 

BAB III : TINJAUAN PERKAWINAN DAN TRADISI  

  Bab ini memuat tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam 

meliputi pengertian, syarat, dan rukun nikah dan juga tinjauan 

umum tentang tradisi. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan pokok dari pembahasanskripsi ini, yaitu 

penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota 

keluarga, faktor yang menjadi penyebab kepatuhan masyarakat, 

dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan 

pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan mengenai hasil 

penelitian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PROFIL DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI 

 

A. Sejarah desa Topang 

Desa Topang merupakan salah satu desa diantara 13 desa yang berada 

di Kecamatan Rangsag Kabupateen Kepulaun Merati. Desa Topang 

merupakan atu-satunya Desa yangt terletak di sebelah elatan ibukota 

Kecamatan Rangsang. Desa Tupang merupakan satu-satunya Desa yang ada di 

Kabupataen Kepulauan Meranti yang wilayahnya berada dalam satu pulau. 

Artinya satu pulau hanya ada satu desa.berdiri pada tahun 1930 yang di 

pimpin oleh bapak Tyek sampai tahun 1945, lalu kepemimpinannya 

dilanjutkan oleh bapak H. Abu Umar (1945-1969), kemudian dipimpin oleh 

bapak Talka Abbas (1969-1998), kemudian dilanjutkan oleh bapak H. 

Kairuddin (1998-2003) dilanjutkan oleh bapak Burhan (2003-2008), kemudian 

dilanjutkan oleh bapak Syamuhrto (2008-sekarang).. 

 

B. Kondisi Geografis Desa Topang 

1. Keadaan Geografis Desa Topang 

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Topang Kecamatan 

RangsangKabupaten Kepulauan Meranti, maka wilayah Desa Topang ini 

mempunyaijarak : 

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 260 Km 

2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 60 Km 

3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 10 Km 

 

10 
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Adapun luas Desa Topang adalah 2.913 Hektar, sebagian besar 

terdiridari perkebunan kelapa, hutan mangrove, persawahan, perumahan 

masyarakat,dan sebagian kecil fasilitas umum desa lainnya. 

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan 

DesaTopang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel II.1 

Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

NO Penggunaan Luas (Hektar) Persentase (%) 

1 Perkebunan 2113 72,53% 

2 Permukiman 237 8,13% 

3 Persawahan 200 6,87% 

4 Belukar dan Hutan Mangrove 224 7,69% 

5 Fasilitas umum Desa 120 4.12% 

6 Sarana umum Desa lainnya 19 0,66% 

Jumlah 2913 100% 

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan 

DesaTopang sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 2113 

Hektar atau72,53 %, untuk pemukiman seluas 237 Hektar atau 8,13 %, 

Persawahan 20032Hektar atau 6,87 %, kemudian Fasilitas Umum Desa 

seperti jalan, saranapendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, 

perkantoran yaitu seluas120 Hektar atau 4,12 %, dan sarana umum desa 

lainya yaitu 9 Hektar atau0,66%. 

 

C. Demografis Desa Topang 

Penduduk yang berdomisili di Desa Topang pada umumnya 

adalahorang suku Melayu dan Jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk 
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sampaiakhir tahun 2013 jumlah penduduk Topang Kecamatan Rangsang 

KabupatenKepulauan Meranti berjumlah 2791 jiwa yang terdiri dari 685 KK. 

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa 

Topangmenurut jenis kelamin dan umur. 

Tabel II.2 

Jumlah Penduduk Desa Topang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin  

NO Umur Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) Laki-laki Perempuan 

1 0 - 9 Tahun 160 144 304 10,90% 

2 10 - 19 Tahun 223 201 424 15,20% 

3 20 -29 Tahun 207 197 404 14,48% 

4 30 - 39 Tahun 261 243 504 18,05% 

5 40 – 49 Tahun 254 233 487 17‟44% 

6 50 -59 Tahun 218 211 429 15,37% 

7 60 Tahun Keatas 141 98 239 8,56% 

Jumlah 1464 1327 2791 100% 

Dokumen Kantor Kepala Desa Topang 2014 

 

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk 

DesaTopang dari jenis kelamin laki-laki adalah 1464 orang, sedangkan dari 

jeniskelamin perempuan adalah 1327 orang. Selanjutnya dilihat dari 

kelompok usia30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif 

dengan jum504 orang atau 18,05 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah 

kelompok usia60 Tahun keatas dengan jumlah 239 orang atau 8,56 % dari 

jumlah pendudukDesa Topang. 

 

D. Agama  

Mayoritas penduduk Desa Topang adalah Melayu dan Jawa yang 

nsangat kuat memeluk agama Islam. Berdasarkan komposisi penduduk 

yangada di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 
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Meranti100% penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikutini: 

Tabel II.3 

Jumlah Masyarakat Desa Topang Berdasarkan Agama 

Yang Mereka Anut 

NO Agama Jumlah(Orang) Persentase 

(%) 

1 Islam 2791 100% 

2 Kristen - - 

3 Katholik - - 

4 Budha - - 

5 Hindu - - 

6 Khonghucu - - 

Jumlah 2791 100% 

Dukumen : Kantor Kepala Desa Topang 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah tesebut 

menunjukkanbahwa seluruh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang 

KabupatenKepulauan Meranti adalah 100% beragama Islam. 

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut 

olehmasyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada 

diDesa Topang, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Topang 

dapatdilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.4 

Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Topang 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 4 

2 Musholla 10 

Jumlah 14 

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah 

yangberada di Desa Topang terdiri dari 4 Masjid, 10 Musholla, dan tidak 

terdapat.Jumlah tesebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa 
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TopangKecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama 

Islam. 

Sejauh pengamatan penulis di Desa Topang Kecamatan 

RangsangKabupaten Kepulauan Meranti kondisi tempat ibadah termasuk 

dalam kondisilayak dan terawat dengan baik, sebab dari 4 Masjid dan 10 

Musholla yang adadi Desa Topang semuuanya masih terpakai oleh warga yang 

berada di sekitartempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat 

berjamaah danmengaji. 

 

E. Pendidikan 

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan pendudukDesa 

Topang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapatdilihat dari 

tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artianbanyak 

penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yangbuta huruf 

atau tidak bisa membaca dan menulis adalah sebagian kecil orangtua yang 

berumur diatas 60 tahun, hal ini karenakan pada zaman dahulu belumbanyak 

tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabelberikut : 

Tabel II.5 

Jenis Sarana Pendidikan di Desa Topang 

No Jenis Sekolah Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 3 

2 Sekolah Dasar (SD) 3 

3 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 2 

4 Pondok Pesantren 1 

5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 

6 Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 

7 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 

8 Madrasah Aliyah (MA) 1 

Jumlah 13 Unit 

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada 

diDesa Topang cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat 

denganadanya 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 2 (dua) 

pondokPesantren, 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2 (dua) 

SekolahLanjutan Tingkat Atas. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa 

tingkatpendidikan masyarakat Desa Topang sudah mulai kearah yang lebih 

baikdengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak 

mengenyampendidikan. 

F. Kesehatan 

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Topang 

KecamatanRangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengalami 

kemajuan, karenasudah adanya Puskesmas Desa dan Polindes, dimana 

keberadaan PuskesmasDesa dan Polindes sangat membantu masyarakat 

dalam bidang pelayanankesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga Berencana, 

pemeriksaan kehamilansampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan 

masyarakat lainya. 

G. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian 

Desa Topang merupakan daerah yang terletak pada daerah 

dataranrendah namun tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan 

perkebunan.Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Topang 

memanfaatkanlahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan Kelapa dan 

Karet yangmerupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. 

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Topangdapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel II.6 

Tingkat Pendapatan Masyarakat Berdasarkan  

Jenis Profesi di Desa Topang 

No Jenis Profesi Penghasilan Per Bulan 

(Rupiah) 

1 Petani Rp 700.000,00 -1.500.000,00 

2 Buruh Tani Rp 500.000,00 - 1.000.000,00 

3 PNS Rp2.000.000,00- 3.000.000,00 

4 Pedang Rp 500.000,00 - 1.500.000,00 

5 Nelayan Rp 500.000,00 - 1.500.000,00 

6 Pengrajin Industri 

RumahTangga 

Rp 300.000,00 - 700.000,00 

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014 

 

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Topang 

yangmempunyai penghasilan paling tinggi adalah petanit atau pemilik 

lahanPribadi dengan penghasilan Rp. 2-3 Juta per bulannya dan yang paling 

rendahadalah pengrajin industry rumah tangga dengan penghasilan 3-7 ratus 

riburupiah bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita 

lihatbahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa 

cukupbaik. 

Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Desa Topangdapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel II.7 

Mata Pencaharian Penduduk di Desa Topang 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (Orang) Persentase 

1 Petani 592 43,11 % 

2 Buruh tani 408 29,72 % 

3 PNS 20 1,46% 

4 Nelayan 115 8,28 % 

5 Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 

65 4,73 % 

6 Pedagang 15 1,09 % 

7 Lain-lain 158 11,51 % 

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari 

pendudukDesa Topang adalah bermata pencaharian petani pemilik yakni 

sebanyak 592orang atau 43,11%, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 408 

orang atau29,72%, PNS sebanyak 20 orang atau sekitar 1,46 %, sebagai 

pedagang 15orang atau 1,09 %, nelayan sebanyak 115 orang atau sekitar 8,38 

%, bekerjasebagai pengrajin industry rumah tangga 65 orang atau sekitar 4,73 

%,pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, 

jualankeliling, dan lain-lain sebanyak 158 orang atau sekitar 11,51 %. 

Kemudian dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa 

mayoritasmasyarakat Desa Topang lebih banyak mengolah dan menggarap 

lahanmiliknya atau bekerja menggarap lahan milik orang lain dari pada 

menjadiPNS. Namun menurut pengamatan penulis pada saat ini masyarakat 

desatopang mempunyai keinginan tinggi untuk menjadi PNS 

karenapendapatannya relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lainya. 
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H. Pemerintahan Desa 

Susunan pemerintahan Desa Topang dapat dilihat pada bagan berikut 

ini : 

Gambar II.1 

Badan Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

 

 

 

Sekretaris 

Rubaidah, SPd 

 

Kaur Umum 

Muhtar Khudori 

 

Kaur Pemerintahan 

Abu Hasan Asy‟ari 

 

 

 

 

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, 

kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Lembaga 

Pertahanan 

Masyarakat 

Desa (LPMD) 

Badan Permusyawaratan Desa 

BPD 

Kepala Desa 

Syamsuharto 

Kaur Pembangunan 

Samsudin 

Kadus III 

Sobari 

Kadus IV 

Arham 
Kadus II 

Muslim 

Kadus I 

Sajidin 

Kadus V 

Hamzah 
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2. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertibadministrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan danpemberdayaan masyarakat. 

Untuk menjalankan tugas tersebut SekretarisDesa mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan 

evaluasipenyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan 

danpemberdayaanmasyarakat; 

b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian,perlengkapan 

dan rumah tangga; 

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang 

administrasipemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; 

d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala 

Desaberhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Kepala Urusan (Kaur) 

a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalammelaksanakan 

tugasnya sesuai bidangadministrasi, kepegawaian,keuangan, 

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan. 

b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa 

melalui Sekretaris Desa. 
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4. Kepala Dusun (Kadus) 

a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas 

KepalaDesa 

b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya. 

c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa 

d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat 

danbudaya kegotong royongan. 

e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintahdesa, 

pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawabkepada 

Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten 

KepulauanMeranti terdapat 5 dusun, yaitu: 

1. Dusun I (sejahtera) 

2. Dusun II (harapan) 

3. Dusun III (cinta Damai) 

4. Dusun IV (sukamaju) 

5. Dusun V (Pinang masak) 

 

I. Sosial Budaya 

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, 

sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat karena masyarakat sebagai 
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wadah pendukung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa Topang Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai berbagai kebudayaan, 

dimana setiap suku bangsa memiliki adat isti‟adat masing masing yang sesuai 

dengan daerahnya. 

Adat istiadat adalah salah satu ciri masyarakat dimanapun berada. Diantara 

satu daerah dan daerah lainnya memiliki adat yang berbeda pula, hal ini di 

pengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka 

dan cara mereka bergaul. 

Menurut bahasa adat berarti perbuatan dan sebagainya, di samping sebagai 

suatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu.Sedangkan 

menurut istilah Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat 

adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan senantiasa mereka kerjakan 

atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.
11

 

Dengan pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adat 

istiadat itu adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa 

diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat 

sesudahnya.
12

 

Dari uraian diatas memberi pemahaman bawa adat istiadat dijadikan 

sebagai perundang-undangan demikian urgensi masalah adat. Sehingga banyak 

sangsi-sangsi yang diterapkan bagi yang melanggarnya. 

 

                                                           
11

Abddul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Fiqih, ( Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke- 

1,h.231 
12

WJS Poerwardanita, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet.  ke- 

1, h. 159 
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Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

DesaTopang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti cukup 

banyak,dalam hal ini merupakan khazanah budaya daerah dan dikembangkan 

dariturun temurun oleh masyarakat Desa Topang. 

Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya : 

1. Zapin 

2. Pencak Silat 

3. Simak alquran 

4. istighosah 

5. Perkumpulan Wirid Yasin 

Masyarakat Desa Topang telah lama membudayakan kerja sama 

danpersaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini 

bertujuanuntuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal 

duniadengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama. 

Adapun Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten 

KepulauanMeranti mempunyai kegiatan tahunan yang sudah menjadi kegiatan 

rutinsetiap tahunnya, yaitu Bersih Desa.   
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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Tradisi 

1. Pengertian Tradisi atau Kebiasaaan 

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala 

sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: traditio yaitu 

diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau 

agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun 

lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.
13

 

Pahlawan nasional Almarhum Ki Hajar Dewantara mendefenisikan 

kebudayaan sebagai “buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia 

terhadap dua pengaruh  kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti 

kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran 

dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.”
14

 

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau 

dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan 

spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah 

                                                           
13

Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 12 Agustus 2019) 

 
14

Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal 

perkawinanadatjawa,vol.5.No.2,dari:http://www.google.com/search?=jurnal+perkawinan+adat+ja

wa=client=ucweb-b&channel=sb. Pada tanggal 15 Agustus 2018 
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http://www.google.com/search?=jurnal+perkawinan+adat+jawa=client=ucweb-b&channel=sb
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laku individu. Pemikiran Barat bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep 

tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang 

teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi 

tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. 

Tradisi tidak akan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam 

rentetannya terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali 

sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap 

sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan 

masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk 

melanjutkan proses.
15

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak 

nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu 

mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan 

melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat jawa, 

mereka banyak menggunakan istilah adat. 

2. Pembagian Tradisi dan Budaya 

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya Kebudayaan 

Mentalitas dan Pembangunan, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal 

dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi 

menjadi empat bagian, yaitu: 
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Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-

4, h. 67 
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Pertamalapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. 

Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling 

bernilai dalam kehidupan masyarakat. konsep tersebut biasanya bersifat luas 

dan kabur, tetapi walapun demikian, biasanya hal tersebut berakar kedalam 

emosinal jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai 

budaya, dan jumlah nilai budaya tersebut relatif sedikit. 

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama konsep yang ada 

didalam masyarakat kita, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu 

suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. 

Kedua merupakan tingkatan yang lebih kongkrit, yaitu sistem norma. 

Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan 

peranan-peranan tertentu dalam masyarakat Peranan manusia dalam 

kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut berubah 

berdasarkan kondisinya. Tiap peranan membawa norma yang menjadi 

pedoaman terhadap kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, jumlah 

norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan. 

Ketigamerupakan tingkatan yang lebih kongkrit lagi, yakni sistem 

hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan suatu 

wilah yang sudah jelas batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. 

Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat lebih banyak di bandingkan 

norma kebudayaan. 
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Keempattingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur 

aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya di masyarakat. 

Tradisi merupakan kebiasan yang turun-temurun. Dari pengertian 

tersebut tentunya kita akan berfkir mengenai akan kemunculan tradisi 

tersebut. Dalam buku sosiologi perubahan sosial, Piotz Sztomka membagi 

kemunculan tradisi kedalam dua cara,yaitu:
16

 

Pertama, kemunculan secara sepontan dan tidak di inginkan dan 

melibatkan rakyar banyak. Karna suatu alasan, individu tertentu menemukan 

warisan historis yang memarik perhatian, ketakziman, kecantikan, dan 

kekaguman dan kemudian disebarkan melalui berbagaii cara. Sehingga 

kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan 

mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti 

ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk 

rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan 

menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan. 

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai 

tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu 

yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin disini bisa diambil contoh 

seseorang raja yang memakasa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap 

diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa 

lalu.
17
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Suharti, op.cit. h. 20-21 
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Jakarta: Kencana, 

2012 ), cet. ke- 2, h. 135 
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B. Pengertian Penundaan dan Konsekuensi Menunda Pernikahan 

1. Pengertian Penundaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunda artinya 

menghentikan. Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara 

sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan 

jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dirinya belum memiliki keinginan 

untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Akan tetapi masih 

banyak beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga seseorang memilih 

untuk menunda pernikahan. 

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono 

diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang 

sebenarnya. Kematanagan itu pada hakikatnya tidak hanya srcara kronologi 

fisik. Tetapi juga harus mencapai taraf kematanagan secara sosial. Tujuan dan 

manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang 

ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh masing-

masing pihak.  

2.  Konsekuensi Menunda Pernikahan 

Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang 

memutuskan untuk menunda bahkan menghindari suatu perkawinan. Tidak 

ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk 

dalam masyarakat terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat 

dinamis, maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan 

lingkungannya. 
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Penundaan yang mulai marak terjadi saat ini akan berdampak pada 

perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa yang terjadi 

dimasyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan 

menjadi urusan terahir. Bahkan, kehamilan yang dialami seorang istri 

dianggapnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap karir juga 

kecantikan. 

 

C. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan 

bercampur. Menurut istilah syara‟ ialah ijab dan qobul („aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antra lelaki dan perempuan yang diucapka oleh 

kata-kata yang menunjukan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh 

Islam. Adapun nikah menurut syari‟at nikah juga berarti akad. Sedangkan 

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu 

dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan juga 

bertujuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
18
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HMA Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2, h. 6 
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2. Dasar Hukum Perkawinan             

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan 

untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sejak mengadakan perjanjian 

melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan mempunyai hak dan 

kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.
19

 

Kemudian berkenaan dengan dasar hukum perkawinan Allah 

berfirman dalam al- Quran (Q.S. ar-Ruum : 21). 

                        

                   

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

 

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat 

pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi 

dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rosul.
20

 

Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 

Mas‟ud, bahwa Rasulullah bersabda : 

اللّهُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ لنََا رَسُوْ لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ 
وَسَلَّمَ :ياَمَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فاَِنَّهُ اغََضُّ 

اِنَّهُ لَهُ وِجَا  للِْبَصَرِ وَاَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِ لصَّوْمِ فَ   
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Beni Ahmad Seibani, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-5, h. 11 

20
Kamil Muhammad „uwaidah, Fiqih Wanita, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. 

ke-1,  h. 375 
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Artinya: 

Dari Abdullah bin Mas‟ud Radiyallahu‟anhu berkata, Rasulullah 

sallahu‟alaihi wasallam berkata “Wahai kaum muda, barang siapa diantara 

kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah 

dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak 

mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi 

benteng.” 

 

Ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits-hadist Nabi diatas inilah yang 

dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar 

di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin 

itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta‟akhirin berpendapat bahwa 

kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan 

mubah untuk segolongan yang lainnya.
21

 

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga 

sakinah mawaddah warohmah serta inginmendapatkan keturunan yang 

sholihah. Keturunan ini lah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang 

sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.
22

 

Di dalam norma-norma hokum mengenai perkawinan yang terdapat 

dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui adanya beberapa 

prinsip atau asas-asas perkawianan, yaitu: 

a. Perkawinan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan. 

kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 
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Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h.  

16 
22

Ahamd Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, ( surabaya: gita media press, 

2006), cet. ke-1, h. 8 
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b. Perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan atau persetujuan atas pihak-

pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun dua 

orang tua kedua belah pihak. 

c. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan, 

menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam 

beberapa hal yang lain berbeda. Sebagai contoh suami mencari nafkah 

sedangkan istri penanggungjawab dalam rumahtangga dan 

menerimanafkah.
23

 

 

D. Perkawinan Menurut Hukum Adat 

Menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang 

sangat penting, oleh karena itu bagi masyarakat yang merupakan kesatuan 

persekutuan hukum, perkawinan itu merupakan sarana kelangsungan 

kehidupan masyarakat tersebut secara tertib dan teratur, yang akan 

membuahkan generasi baru sebagai penerus garis keturunan.
24

 

Adat dalam suatu masyarakat Indonesia beragam macamnya, salah 

satu adalah adat jawa yang di dalamnya terdapat adat dari daerah Pati Jawa 

Tengah dan dilaksanakan juga oleh orang-orang transmigrasi yang berada di 

Desa Sumber Topang. Prof Huzairin dalam bukunya 

“rejang”mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan 

perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagian 
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Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Prenada 

Media Group 2013) , cet.  ke-2, h. 68 
24

Mhd. Kastulani, Hukum Adat, Suatu pengantar, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. 
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dan kesuburan.
25

 Tidak dapat disangkal bahwa ritual yang ada dalam adat 

merupakan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh orang islam, kegiatan 

tersebut sebagian berasal dari sumber yang belum jelas tetapi semua ritual 

tersebut memiliki nilai-nilai keislaman. 

Van Gennep, ahli sosiologi Prancis, menyatakan bahwa semua 

upacara perkwinan itu merupakan ritus de pasege (upacara-upacara peralihan) 

yang melambangkan peralihan status dari kedua mempelia dari keadaan hidup 

berpisah dalam pribadi-pribadi sendiri yang denagan upacara-upacara itu 

menjadi hidup bersatu dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga yang 

berdiri sendiri.
26

 

Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam serat 

sangkakajati, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata 

susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia.  

Prof.Dr.Supomo SH dalam karangannya “Beberapa Catatan Mengenai 

Kedudukan Hukum Adat” memberikan pengertian hukum adat sebagai 

hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan peraturan legislatif, meliputi 

peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh pihak yang 

berwajib, tetapi tetap saja peraturan tersebut ditaati dan di dukung oleh rakyat 

berdasarkan keyaikinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai 

kekuatan hukum.
27

 Struktur masyarakat juga menentukan sistem hukum yang 

berlaku di masyarakat. 
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Pada perinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga 

golongan besar, yaitu: 

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja (patrilineal) 

2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja (matrilineal) 

3. Golongan masyarakat yang bersifat kebapak ibuan (parental) 

Di dalam masyarakat yang bersifat parental, merupakan sifat yang 

paling dominan di Indonesia. Dalam masyarakat ini pada prinsipnya antara 

suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hak kedudukannya dalam keluarga 

masing-masing. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut: dalam  

suatu perkawinan seorang suami dan seorang istri masing-masing memiliki 

double keluarga. Dalam kekeluargaan orang tua keduanya yang memiliki dua 

keluarga, baik dari pihak keluarga bapak maupun ibu. 

 

E. Pengertian Adat dan ‘Urf 

1. Pengertian Adat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adat adalah suatu 

aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara 

berprilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang 

terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan 

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut Soekanto, adat istiadat 

memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam suatu masyarakat, tergantung pada 

masyarakat yang mendukungknya. 

Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang 

tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara 
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turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. 

Secara etimologi kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki 

arti suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini adat-istiadat didefenisikan 

sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu 

kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana adat-istiadat tersebut berlaku. 

2. Pengertian ‘Urf 

Dalam literatur ilmu usul fiqh, pengertian adat dan „Urf mempunyai 

peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab 

yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata „Urf berasal dari 

kata „arafa yang mempunyai derevasi kata al-ma‟ruf yang berarti sesuatu 

yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata „ad yang 

mempunyai derivasi kata al-„adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang 

(kebiasaan). 

Arti „Urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiyah adalah sesuatu 

keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan 

terus menerus dijalakan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau 

pada masa tertentu.  Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu 

yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan  dan hal yang bersifat 

perbuatan.
28

 

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, „urf adalah apa yang dikenal 

manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-
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pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara‟, tidak ada 

perbedaan antara syara‟ „urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat 

manusia dalam jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk 

ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan al-

walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan 

kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.
29

 

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik 

adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu 

cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan 

ijtihadnya.
30

 

1. Macam Macam ‘Urf  

 Para ulama usul fiqih membagi „urf menjadi tiga bagian: 

1. Dari segi objeknya „urf dibagi kepada: 

a. Al-„urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah 

kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu 

dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu unkapan itulah 

yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya 

kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging 

mencakup kepada seluruh daging yang ada. 

b. Al-„urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa  atau muamalah keperdataan. Yang 
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dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait 

dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat 

dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.  

2. Dari segi cakupannya, „urf dibagi kepada: 

a. Al-„urf al-„am, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual 

beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil 

termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.  

b.  Al-„urf al-khas, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan 

di daerah tertentu. Misalnya, kebisaan mengenai penentuan masa 

garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam 

menggunakan kata “dabbah” hanya kepada kuda. 

3. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara‟, „urf dibagi kepada: 

a. Al-„urf al-shahih, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai 

mengahalalkan yang haram dan sebaliknya.
31

 Misalnya, dalam 

masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita 

dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.  

b. Al-„urf al-fasid, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara‟. Misalnya,  kebiasaan yang berlaku pada 
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pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang 

sesama pedagang. 

2. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum  

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar 

Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la 

nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan „Urf sebagai 

landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan 

selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi‟iyah. Menurutnya, 

pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat 

istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan 

rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, 

sehingga „Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan 

dikalangan ulama.
32

 „Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan 

beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a‟raf ayat 199. 

                

 
Artinya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf 

(al-„urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. 

Kata al-„Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh 

mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik 

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut 

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap 

baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. 

                                                           
32
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„Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara‟ tersendiri 

pada umumnya, „Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta 

menunjak pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan „Urf 

dikhususkan lafaz „amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena „urf pula 

terkadang qiyas ditinggalkan. 

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka 

(ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari „urf itu 

sendiri, antara lain : 

a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian 

dikomfirmasi secara positif oleh syari‟at sehingga menjadi hukum syara‟. 

Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat 

secara syari‟i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh 

dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat. 

b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian 

dinegasikan secara eksplisit oleh syari‟at sehingga ia menjadi haram 

hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan 

semacam ini dijauhkan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut 

„urf fasid.
33

 

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan 

mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali 

tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang 

diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan 
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yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). 

Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. 

Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat 

yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah 

memenuhi beberapa persyaratan. 

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al- 

Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan 

atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat 

tersebut . 

Hukum yang didasarkan oleh „urf itu dapat berubah-ubah menurut 

perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu 

disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh 

karena itu, para ulama mengamalkan „urf dalam menetapkan hukum dengan 

syarat: 

a. Adat atau „urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. 

Syarat ini dalah yang bersifat tetap dalam „urf shahih yang dapat diterima 

secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati 

oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun 

ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah 

tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat. 

b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟. Contohnya kebiasaan 

menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.
34
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai adat 

penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dalam 

perspektif hukum islam, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu 

anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin 

melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota 

keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu 

sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun 

disini, apabila seseorang ingin melangsunkan pernikahanya pada awal 

tahun atau pertengahan tahun namun tiba-tiba ada salah satu anggota 

kelurganya meninggal dunia, maka pernikahannya ditunda sampai satu 

tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melangsunkan pernikahan pada 

akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minumal 40 hari setelah 

meninggal anggota keluarganya tersebut. 

2. Pandangan hukum islam terhadap adat penundaan pernikahan akibat 

meninggalnya salah satu anggota kelurga adalah merupakan sebuah tradisi 

dimasyarakat yang tidak ada kekuatan hukumnya dalam Islam, akan tetapi 

ada beberapa kemaslahatan dari tradisi ini salah satunya untuk 

menghormati atau menghargai keluarga yag sedang berduka, karena 

larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut 

hukum islam yang bersumber dari Al-qur‟an dan Hadits. Denagan kata 

54 



 41 

lain adat penundaan pernikahan sampai pergantian tahun tersebut tidak 

diwajibkan menurut syari‟at, juga tidak ada larangan melaksanakannya. 

 

B. Saran-saran 

1. Diharpkan masyarakat mulai berlajar terhadap fenomena adat penudaan 

penikahan untuk lebih memahami dalam menerima suatu tradisi atau adat 

istiadat yang beredar luas serta melakukan kajian ulang terhadap apa yang 

diberikan generasi terdahulu apakah sudah sesuai dengan hukum islam 

atau tidak 

2. Para muda-mudi atau masyarakat umum hendaknya memperkaya 

pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontenporer 

tetepi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak 

hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar 

hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana 

yang tidak, sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat 

membangun kehidupan bermasyarakat. 

3. Hendaknya para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Topang 

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan 

meninjau kembali mengenai adat penundaan pernikahan akibat 

meninggalnya salah satu anggota keluarga yang sudah lekat dan mendarah 

daging dalam pandangan masyarakat. Peran aktif para ulama dan tokoh 

masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga 

mudah diterima oleh masyarakat, apakah sudah sesuai atau belum sesuai 

dengan  Islam.  
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